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a b s t r a c t   

Dinas Komunikasi dan Informatika, in supporting the achievement of the city’s development targets, carries out the good 
result procurement and services through the preparation of procurement documents by each division and the verification 
of payment documents by Sub Bagian Keuangan. However, the verification process still many challenges, including 
inconsistencies between documents, incomplete documentation according to regulations, delays in document revision, 
and the risk of document loss due to non-integrated document management. In addition, the lack of real-time monitoring 
and coordination among divisions, Sub Bagian Keuangan, and vendors or providers causes the verification process slowly 
and not efficient. Target this study to develop management information system with web-based for monitoring 
procurement activities that control and tracking of procurement status, so improve the effectiveness, transparency, and 
accountability of procurement management. This system used Waterfall method, including problem identification, 
requirements analysis, system design, and evaluation stages. The system is developed as a web-based application 
developed using the PHP programming language with MySQL as the database management system. The result of this 
study is a web-based procurement monitoring system application implemented at Sub Bagian Keuangan of Dinas 
Komunikasi dan Informatika. System evaluation through black-box testing shows that all five core functional scenarios 
passed as expected (5/5 valid). 

 

a b s t r a k   

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pencapaian target pembangunan kota melaksanakan kegiatan 
pengadaan barang dan jasa yang melibatkan penyusunan dokumen persiapan oleh masing-masing bidang serta verifikasi 
dokumen pembayaran oleh Sub Bagian Keuangan. Dalam pelaksanaannya, proses verifikasi masih menghadapi berbagai 
kendala, seperti ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan dokumen, keterlambatan revisi, serta risiko kehilangan berkas 
akibat pengelolaan dokumen yang belum terintegrasi. Selain itu, keterbatasan monitoring secara real time dan kurang 
optimalnya koordinasi antara bidang, Sub Bagian Keuangan, dan pihak ketiga menyebabkan proses verifikasi menjadi 
lama dan belum efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen monitoring 
pengadaan berbasis website yang mampu memfasilitasi kontrol dan pemantauan status pekerjaan pengadaan secara 
terintegrasi. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Waterfall yang meliputi tahap identifikasi 
masalah, analisis kebutuhan, perancangan sistem, dan evaluasi. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan basis data MySQL. Hasil penelitian berupa aplikasi sistem monitoring pengadaan berbasis web yang mendukung 
peningkatan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pengadaan. Evaluasi fungsional melalui black box 
testing menunjukkan seluruh skenario inti (5 dari 5) berjalan valid. 
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1. Pendahuluan 
 
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 
Kota Surabaya mengemban fungsi strategis dalam 
pembangunan daerah melalui tiga pilar utama: 
Keamanan dan Infrastruktur TI, Layanan 
Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov), serta 
Informasi dan Komunikasi Publik. Guna 
merealisasikan visi organisasi, Sekretariat melalui Sub 
Bagian Keuangan memegang peran sentral dalam 
manajemen fiskal, evaluasi, serta validasi administrasi 
pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Walikota 
Nomor 82 Tahun 2021 (Pemerintah Kota Surabaya, 
2021). Tanggung jawab Sub Bagian Keuangan 
mencakup pengendalian arus kas dan penyusunan 
pelaporan yang menuntut pemantauan ketat terhadap 
berkas administratif. Prosedur operasional saat ini 
mewajibkan setiap unit kerja mengunggah dokumen 
persiapan melalui platform E-procurement (LKPP, 
2023). Pasca-pelaksanaan pekerjaan, dokumen fisik 
dan digital diserahkan untuk divalidasi sebelum 
termin pembayaran dicairkan. Namun, praktik 
lapangan menunjukkan hambatan signifikan berupa 
diskrepansi antara data digital dan fisik, 
ketidaksesuaian berkas terhadap regulasi, hingga 
risiko hilangnya dokumen akibat volume beban kerja 
yang masif. Hambatan kritis muncul pada fase 
perbaikan dokumen yang melibatkan pihak ketiga. 
Ketiadaan sistem pemantau waktu nyata (real-time) 
mengakibatkan Sub Bagian Keuangan kesulitan 
menelusuri progres perbaikan di tingkat unit kerja 
maupun mitra.  
 
Fenomena tersebut memicu koordinasi yang tidak 
efektif, keterlambatan pencairan anggaran, serta 
rendahnya akuntabilitas status pekerjaan. Secara 
teoretis, pengadaan publik merupakan rangkaian 
aktivitas kompleks yang menuntut praktik akuntabel 
dan terdokumentasi secara sistematis (Thai, 2001). 
Transformasi digital melalui e-procurement terbukti 
meningkatkan efisiensi tata kelola, namun 
keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan 
struktural dan kualitas sistem yang 
diimplementasikan (Croom & Brandon-Jones, 2007). 
Dari perspektif adopsi teknologi, niat pengguna 
sangat dipengaruhi oleh persepsi kegunaan, sehingga 
aspek kemudahan operasional menjadi krusial sejak 
fase rancangan (Aboelmaged, 2010). Penguatan 
mekanisme pencatatan pada sistem informasi 

manajemen pengadaan juga menjadi determinan 
penting dalam menjamin ketertelusuran dokumen 
(Rebuglio et al., 2025). Guna mengatasi anomali 
tersebut, dikembangkan sebuah platform monitoring 
berbasis web yang mampu mengintegrasikan alur 
kerja antara unit kerja, bagian keuangan, dan penyedia 
jasa. Arsitektur sistem difungsikan untuk memitigasi 
hambatan verifikasi serta mempercepat siklus 
pembayaran melalui pengawasan status yang terpusat. 
Pemilihan teknologi web didasarkan pada fleksibilitas 
akses lintas perangkat tanpa limitasi instalasi, yang 
mendukung kolaborasi simultan dalam jaringan 
organisasi. Kebaruan penelitian terletak pada 
pengembangan mekanisme monitoring pengadaan 
fase pasca-kontrak di lingkup internal organisasi 
untuk meminimalkan anomali data serta 
mempercepat siklus validasi. Meskipun platform e-
procurement nasional telah memfasilitasi tahap 
pemilihan penyedia, kendala operasional pada fase 
pelaksanaan sering kali terabaikan, seperti 
inkonsistensi berkas dan terbatasnya visibilitas status 
pembayaran di unit kerja. Oleh karena itu, sistem 
monitoring internal bertindak sebagai single source of 
truth untuk mengonsolidasikan pelacakan status dan 
manajemen dokumen. Digitalisasi pengadaan publik 
dilaporkan mampu memperkuat transparansi dan 
efisiensi melalui standardisasi prosedur serta 
penyediaan jejak audit yang terverifikasi (Mohungoo 
et al., 2020; Khorana et al., 2024). Di tingkat 
pemerintah daerah, kebutuhan akan sinkronisasi data 
lintas unit menjadi penggerak utama dalam adopsi 
teknologi guna memastikan akuntabilitas birokrasi 
yang lebih baik (Chen et al., 2022). 
 
 

2. Metodologi Penelitian 
 
Penelitian ini menerapkan metode sistem Waterfall 
yang dilakukan secara sistematis dan berurutan (Bakti 
& Firdaus, 2024). Pendekatan ini dipilih karena 
karakteristiknya yang terstuktur dan sekuensial, 
dengan setiap proses harus diselesaikan dan secara 
berurutan sebelum ke tahap berikutnya. Penggunaan 
metode ini bertujuan untuk meminimalisasi kendala 
selama proses pengembangan guna menghasilkan 
sistem yang terstruktur dan berkualitas (Damayanti & 
Yulianingsih, 2024), sebagaimana diilustrasikan pada 
Gambar 1. 
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Gambar 1. Alur Tahapan Metode Waterfall 

 
Penelitian ini menerapkan model sekuensial Waterfall 
yang sistematis guna memastikan setiap fase 
pengembangan berjalan secara terukur (Bakti & 
Firdaus, 2024). Tahapan diawali dengan Identifikasi 
Masalah dan Sumber Data melalui observasi serta 
wawancara bersama staf Sub Bagian Keuangan dan 
unit terkait di Diskominfo Kota Surabaya. Data 
primer dikumpulkan untuk memetakan hambatan 
koordinasi antar-aktor yang selama ini timbul akibat 
prosedur manual. Analisis Kebutuhan dilakukan 
untuk merumuskan spesifikasi sistem (system 
requirement). Arsitektur aplikasi membagi peran 
pengguna menjadi dua kategori utama: 

1) Administrator: Memegang otoritas penuh dalam 
tata kelola data penyedia, pemantauan status, dan 
pembuatan laporan. 

2) User (Unit/Penyedia): Memiliki hak akses terbatas 
untuk memperbarui progres pekerjaan sesuai 
tanggung jawab masing-masing. 

 
Pemilihan informan menggunakan teknik purposive 
sampling dengan kriteria subjek yang terlibat langsung 
dalam verifikasi dokumen atau berinteraksi dengan 
penyedia selama siklus revisi. Instrumen 

Pengumpulan Data mengandalkan pedoman 
wawancara semi-terstruktur mengenai hambatan 
administrasi serta checklist observasi untuk mencatat 
artefak dokumen dan durasi serah-terima antar-pihak. 
Data hasil observasi diolah secara tematik guna 
menentukan fungsionalitas aplikasi. Penentuan skala 
prioritas fitur menerapkan metode MoSCoW (Must 
have, Should have, Could have, Won’t have) agar 
pengembangan fokus pada kebutuhan krusial. 
Validasi rancangan dilakukan melalui mekanisme 
walkthrough prototipe bersama calon pengguna untuk 
memastikan keselarasan alur kerja dan terminologi 
status. Framework Laravel dipilih karena menyediakan 
ekosistem pengembangan yang stabil, didukung ORM 
(Eloquent) untuk integritas data serta fitur keamanan 
bawaan seperti proteksi CSRF (Laravel, 2025). 
Perancangan Sistem mencakup pemodelan arsitektur 
dan basis data menggunakan Entity Relationship 
Diagram (ERD) guna memetakan hubungan antar-
entitas (Akbar & Haryanti, 2023). Alur operasional 
dipetakan melalui diagram UML untuk menjamin 
fungsionalitas perangkat lunak selaras dengan 
kebutuhan birokrasi (Syafitri, 2016). Pada tahap 
Implementasi, rancangan ditransformasikan ke dalam 
kode program menggunakan PHP 8.2 dan MySQL 
8.4.3 dengan lingkungan pengembangan berbasis web 
pada sistem operasi Windows 11. Fase akhir adalah 
Evaluasi dan Pelaporan. Fokus tahap ini adalah 
memastikan aplikasi beroperasi tanpa kendala teknis 
dan sesuai spesifikasi awal. Sebagai pelengkap evaluasi 
kuantitatif, penelitian merekomendasikan pengujian 
usability menggunakan System Usability Scale (SUS). 
Instrumen ini terdiri dari 10 butir pernyataan skala 
Likert untuk mengukur persepsi kemudahan 
penggunaan dalam skala 0-100 (Brooke, 1996; Lewis, 
2018). Pengukuran dilakukan pasca-simulasi skenario 
utama, seperti penginputan paket dan verifikasi, guna 
memperoleh parameter kelayakan aplikasi secara 
objektif. 
 
 

3.  Hasil dan Pembahasan 
 
Hasil 
Analisis Kebutuhan Sistem 
Fase analisis difokuskan pada pemetaan hambatan 
dalam prosedur verifikasi dokumen yang sebelumnya 
bersifat konvensional dan terfragmentasi antara 
salinan digital (e-delivery) dan fisik. Berdasarkan 
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identifikasi di lapangan, ditemukan anomali berupa 
diskrepansi data, risiko hilangnya berkas akibat beban 
kerja yang masif, serta stagnasi fase perbaikan 
dokumen karena ketiadaan mekanisme pemantauan 
seketika (real-time monitoring). Kebutuhan Fungsional 
(Iskandar & Ratnasari, 2021) dirancang agar platform 
mampu mengelola data pengadaan, profil penyedia, 
pengawasan status pekerjaan, hingga validasi 
pembayaran oleh unit keuangan. Sementara itu, 
Kebutuhan Non-Fungsional (Hidayat et al., 2020) 
menitikberatkan pada pengembangan arsitektur 
berbasis web menggunakan framework Laravel 
(Sansprayada & Suteja, 2019) dan basis data MySQL 
guna menjamin skalabilitas serta proteksi data melalui 
mekanisme enkripsi (Siregar et al., 2024). 
 
Perancangan dan Pemodelan Sistem 
Pemodelan sistem menerapkan standar UML (Unified 
Modeling Language) untuk merepresentasikan struktur 
statis dan interaksi dinamis aplikasi. Use Case 
Diagram difungsikan untuk mendefinisikan tanggung 
jawab setiap aktor dalam sistem (Sopriani & 
Purwanto, 2014), yang mencakup: Admin Penyedia, 
Admin Bidang, Admin Keuangan, dan User. Fokus 
arsitektur diarahkan pada siklus penginputan paket, 
validasi oleh unit kerja, hingga penyelesaian 
administrasi pembayaran. Administrator memiliki 
otoritas penuh untuk mengelola data paket, 
memperbarui progres, dan memproduksi laporan. Di 
sisi lain, pengguna dengan hak akses terbatas dapat 
memantau status pekerjaan secara transparan. 
Representasi visual ini menegaskan bahwa aplikasi 
bertindak sebagai media terpadu dalam menunjang 
pengawasan pekerjaan secara sistematis.  
 
Untuk memastikan alur verifikasi berjalan tanpa 
hambatan (end-to-end), sistem mengadopsi prosedur 
sebagai berikut: 

1) Inisiasi 

Penyedia menyusun draf paket dan mengunggah 
dokumen digital. 

2) Validasi Teknis 

Unit kerja memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan 
serta memberikan catatan perbaikan jika 
diperlukan. 

3) Sinkronisasi 

Penyedia menindaklanjuti catatan tersebut dan 
memperbarui status aplikasi. 

4) Verifikasi Finansial 

Sub Bagian Keuangan memvalidasi kelengkapan 
berkas pembayaran serta mencocokkan kesesuaian 
antara dokumen fisik dan digital. 

5) Finalisasi 

Paket dinyatakan rampung pasca-validasi 
pembayaran berhasil dilakukan. 

 
Struktur alur tersebut bertujuan memitigasi 
ambiguitas status pekerjaan, mengingat setiap fase 
terdokumentasi secara kronologis dan dapat diakses 
oleh pemangku kepentingan terkait. 

 

 
Gambar 2. Use Case Diagram 

 
Activity Diagram menggambarkan alur kerja secara 
mendetail, mulai dari pembuatan draf paket, proses 
revisi jika terdapat kekurangan, hingga status akhir 
pembayaran (Suharni et al., 2023). Sequence Diagram 
menunjukkan urutan waktu interaksi antar objek, 
seperti validasi kredensial saat login dan mekanisme 
penyimpanan data paket ke dalam database. Class 
Diagram menggambarkan struktur data sistem yang 
terdiri dari kelas User, PaketPengadaan, 
StatusPengadaan, dan Log Aktivitas (Ramdany et al., 
2024). Relasi antara paket dan riwayat status bersifat 
one-to-many, memastikan seluruh jejak audit perubahan 
status tersimpan dengan baik. Class diagram 
merupakan salah satu jenis diagram dalam Unified 
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Modeling Language (UML) yang menggambarkan 
struktur statis dari sebuah sistem perangkat lunak 
(Harlina et al., 2025). Berikut merupakan gambar dari 
class diagram monitoring pekerjaan. 

 

 
Gambar 3. Class diagram 

 
Proses operasional sistem diawali dengan mekanisme 
autentikasi dan keamanan yang ketat melalui alur 
login dan logout. Pengguna wajib memasukkan 
kredensial yang divalidasi oleh sistem menggunakan 
metode Userlogin, di mana setiap aktivitas akses, baik 
masuk maupun keluar melalui User.logout, akan 
direkam secara otomatis ke dalam LogAktivitas 
untuk menjamin aspek keamanan dan audit trail. 
Setelah berhasil masuk, sistem akan membatasi hak 
akses berdasarkan peran pengguna, seperti penyedia, 
bidang, atau keuangan, guna memastikan integritas 
data dalam setiap proses pengadaan yang berjalan. 
Pada tahap inti pengelolaan data, aktor Penyedia 
memiliki otoritas penuh dalam manajemen paket 
pengadaan. Sistem dirancang untuk mendukung 
proses Penyedia dapat mengirimkan revisi melalui 
kirim Revisi berdasarkan catatan yang diberikan oleh 
aktor Bidang. Seluruh perubahan status paket ini 
dikelola secara transparan oleh kelas Status 
Pengadaan, sehingga setiap tahapan pekerjaan dapat 
dimonitor secara real-time oleh seluruh pihak yang 
berkepentingan. Selanjutnya, alur verifikasi dilakukan 
secara berjenjang dimulai dari pemeriksaan oleh 
pihak Bidang melalui metode update Status hingga 
tahap finalisasi di bagian Keuangan. Bagian 

Keuangan bertanggung jawab melakukan verifikasi 
Pembayaran yang menjadi penentu akhir apakah 
sebuah paket pengadaan dapat dinyatakan selesai atau 
memerlukan tindak lanjut. Setelah pembayaran 
terverifikasi, sistem akan menjadi "Selesai". Admin 
Keuangan memiliki wewenang dalam pengelolaan 
data pengguna dan penghapusan paket melalui hapus 
Paket, di mana seluruh tindakan administratif tersebut 
tetap terekam dalam log sistem untuk menjaga 
akuntabilitas proses pengadaan. 
 
Hasil Pengujian Sistem 
Pengujian sistem dilakukan dengan metode black box 
testing guna memastikan setiap fungsi berjalan sesuai 
dengan kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil 
pengujian, seluruh fitur utama sistem berfungsi 
dengan baik (Mintarsih, 2023). Hasil pengujian sistem 
menunjukkan bahwa mekanisme validasi input, 
pembatasan hak akses, dan pencatatan perubahan 
status berfungsi sesuai rancangan, sehingga risiko 
hilangnya informasi status akibat komunikasi yang 
tersebar (misalnya melalui pesan instan) dapat ditekan. 
Sistem menyediakan jejak audit perubahan status 
paket (draft–revisi–verifikasi bidang–verifikasi 
keuangan–selesai) yang dapat ditelusuri kembali untuk 
kebutuhan akuntabilitas. Selain pengujian fungsional, 
evaluasi kegunaan (usability) direkomendasikan 
menggunakan System Usability Scale (SUS) untuk 
mengukur persepsi kemudahan penggunaan, 
konsistensi, dan learnability sistem pada pengguna 
akhir (Brooke, 1996). Pengukuran ini dapat 
menghasilkan indikator kuantitatif tingkat penerimaan 
pengguna pada iterasi implementasi berikutnya. Dari 
sisi keterbatasan, sistem berbasis web bergantung 
pada ketersediaan jaringan dan disiplin pengguna 
dalam memperbarui status serta mengunggah 
dokumen. Untuk meningkatkan adopsi, diperlukan 
SOP internal mengenai standar nama dokumen, SLA 
revisi, dan mekanisme eskalasi ketika status stagnan 
pada satu tahap. Integrasi dengan sistem e-
procurement (LPSE/katalog) dan sistem keuangan 
daerah juga menjadi peluang pengembangan agar 
input data tidak dilakukan ganda 
 

 
Tabel 1. Hasil Pengujian 

No Fitur yang Diuji Hasil yang Diharapkan Hasil Pengujian Keterangan 

1 Login pengguna Pengguna dapat masuk ke sistem Berhasil Valid 

2 Input data paket pekerjaan Data tersimpan ke dalam sistem Berhasil Valid 
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3 Update status pekerjaan Status pekerjaan berubah sesuai 
input 

Berhasil Valid 

4 Monitoring progres 
pekerjaan 

Progres tampil secara real time Berhasil Valid 

5 Laporan data pekerjaan Laporan dapat ditampilkan dan 
diakses 

Berhasil Valid 

 
Implementasi Sistem 
Tahap implementasi sistem merupakan tahapan 
lanjutan dari proses perancangan yang bertujuan 
untuk menerapkan sistem informasi manajemen 
monitoring pekerjaan ke dalam lingkungan 
operasional Sub Bagian Keuangan Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Pada 
tahap ini, sistem yang telah dirancang mulai 
dioperasikan sesuai dengan kebutuhan pengguna 
untuk mendukung proses pengelolaan dan 
pemantauan pekerjaan secara real time. Gambar 
dibawah merupakan tampilan dari halaman utama 
ketika pengguna login pada masing-masing role. 
Terdapat menu login dengan tabel username untuk 
input nama user name Pihak 
Ketiga/Vendor/Penyedia, Bidang, atau Sub Bagian 
Keuangan. Tabel password untuk memasukan 
password disetiap user masing-masing. 

 

 
Gambar 4. Tampilan Halaman Utama 

 
Gambar di bawah merupakan tampilan Dashboard 
Sistem Monitoring Pengadaan pada login Pihak 
Ketiga/Vendor/Penyedia yang berfungsi untuk 
tampilan awal pengguna setelah login yang berisi 
ringkasan informasi paket meliputi status paket 
pengadaan yang sedang dikelola oleh Pihak 
Ketiga/Vendor/Penyedia. Pada bagian atas 
dashboard, sistem menampilkan tabel yang memuat 
data rekapitulasi paket pengadaan. Informasi tersebut 
meliputi Total Paket Aktif, yang menunjukkan 
jumlah seluruh paket pengadaan yang masih dalam 
proses, Posisi Penyedia yang menampilkan jumlah 
paket yang berada pada tahap penyedia, Posisi Bidang 

yang menunjukkan jumlah paket yang sedang 
diverifikasi oleh bidang terkait, Posisi Keuangan yang 
menampilkan jumlah paket yang sedang diproses oleh 
sub bagian keuangan, serta Paket Selesai yang 
menunjukkan jumlah paket pengadaan yang telah 
menyelesaikan seluruh tahapan proses. Penyajian 
informasi dalam bentuk kartu ini bertujuan untuk 
memudahkan pengguna dalam memantau status 
pengadaan secara ringkas dan real-time. Selanjutnya, 
pada bagian Daftar Paket Anda, sistem menampilkan 
daftar paket pengadaan yang dimiliki oleh pengguna. 
Setiap paket memuat informasi penting, antara lain 
nama paket, peran pengguna, nilai paket, tujuan 
bidang, serta tanggal pembaruan terakhir. Selain itu, 
sistem juga menampilkan status paket, seperti Draft, 
yang menandakan bahwa paket tersebut masih berada 
pada tahap awal dan belum dikirim untuk proses 
verifikasi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk 
melakukan pemantauan detail terhadap setiap paket 
pengadaan serta memudahkan akses ke proses 
lanjutan seperti pengeditan, pengiriman, atau revisi 
paket. 
 

 
Gambar 5. Tampilan Dashboard 

 
Pembahasan 
Implementasi sistem monitoring pengadaan berbasis 
web di Diskominfo Kota Surabaya menunjukkan 
transformasi signifikan dari prosedur manual menuju 
tata kelola digital yang lebih terorganisasi. Fokus 
utama sistem ini adalah mengatasi fragmentasi 
dokumen antara salinan fisik dan digital yang selama 
ini memicu keterlambatan verifikasi. Dengan 
menyediakan mekanisme pelacakan status secara real-
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time, setiap aktor dapat memantau progres pekerjaan 
secara transparan. Temuan ini sejalan dengan 
penelitian Mohungoo et al. (2020) serta Khorana et al. 
(2024) yang menegaskan bahwa digitalisasi 
pengadaan melalui standardisasi proses mampu 
memperkuat akuntabilitas sekaligus menyediakan 
jejak audit yang terdokumentasi dengan baik. 
Pemanfaatan framework Laravel dalam 
pengembangan aplikasi juga menjamin skalabilitas 
dan keamanan data, yang menurut Sansprayada & 
Suteja (2019), sangat krusial dalam membangun 
sistem informasi pada lingkup organisasi perangkat 
daerah. Efektivitas sistem ini dalam memangkas 
hambatan koordinasi antara penyedia, unit kerja, dan 
bagian keuangan dibuktikan melalui hasil pengujian 
fungsional yang mencapai validasi penuh. 
Keberadaan fitur riwayat status yang menerapkan 
relasi one-to-many memastikan bahwa setiap tahapan 
revisi terekam secara permanen.  
 
Hal ini selaras dengan argumen Rebuglio et al. (2025) 
mengenai urgensi mekanisme recordkeeping pada 
sistem informasi manajemen untuk menjamin 
ketertelusuran dokumen pengadaan. Selain itu, 
kemudahan akses berbasis web yang dirancang dalam 
penelitian ini merespons kebutuhan organisasi akan 
fleksibilitas operasional tanpa batasan instalasi 
perangkat keras. Pendekatan tersebut didukung oleh 
pemikiran Aboelmaged (2010), yang menyatakan 
bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan 
penggunaan merupakan faktor determinan utama 
dalam keberhasilan adopsi teknologi informasi di 
sektor publik. Secara keseluruhan, sistem ini tidak 
hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, 
tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam 
meningkatkan efisiensi pencairan anggaran melalui 
siklus verifikasi yang lebih cepat. Integrasi alur kerja 
antara Sub Bagian Keuangan dan pihak ketiga 
meminimalisir risiko kehilangan berkas yang 
sebelumnya sering terjadi akibat volume dokumen 
yang masif. Hasil penelitian ini memperkuat teori 
Croom & Brandon-Jones (2007) bahwa efektivitas e-
procurement di tingkat internal sangat dipengaruhi oleh 
kesiapan kualitas sistem dalam mengakomodasi alur 
kerja lintas unit. Dengan demikian, platform ini 
memberikan solusi nyata atas persoalan operasional 
pasca-kontrak yang sering kali menjadi titik lemah 
dalam birokrasi pemerintahan daerah (Chen et al., 
2022). 

4. Kesimpulan dan Saran 
 
Berdasarkan hasil studi yang dilakukan pada Sub 
Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa sistem 
informasi manajemen monitoring pekerjaan yang 
dikembangkan mampu mendukung pengelolaan dan 
pemantauan paket pekerjaan yang sedang berjalan 
secara real time. Penerapan metode waterfall dalam 
penyusunan tugas akhir ini membantu dalam proses 
perancangan dan pengembangan aplikasi secara 
terstruktur dan sistematis. Selain itu, sistem 
monitoring yang dihasilkan dapat meningkatkan 
keteraturan, kejelasan alur kerja, serta efektivitas 
pelaksanaan pekerjaan pada Sub Bagian Keuangan. 
Kebaruan utama penelitian ini adalah penyediaan 
mekanisme monitoring pasca kontrak berbasis web 
yang menyatukan pelacakan status, manajemen 
dokumen, dan jejak audit pada level unit kerja, 
sehingga koordinasi verifikasi pembayaran menjadi 
lebih transparan. Rekomendasi penelitian selanjutnya 
mencakup integrasi API dengan platform e-
procurement dan sistem keuangan daerah, 
penambahan analitik prediktif untuk memetakan 
potensi keterlambatan revisi, serta pengembangan 
antarmuka mobile untuk meningkatkan aksesibilitas. 
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